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~ BHP dan Upaya Penegakan Kinerja

GENDERANG Perguruan Tinggi Badan Hu-
kum Pendidikan (PTBHP) telgh ditabuh, bebera-
pa pihak mulai mengeluh, namun kebuakan
yang ditempuh semata-mata untuk mengondisi-
kan agar perguruar tinggi (PT) dan karyawan-
nya memiliki kinerja yang . RUU ten-
tang BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang
mencakup BHPT (Badan Hukum Pendidikan
Tinggi) masih dalam tahap penyempurnaar, na
mun sosialisasi sudah dlguhrkan. Apabila RUU
ini disahkan menjadi UU tahun 2005, maka pa-
da tahun 2011 semua PT harus berbentuk BHPT
(RUU BHP Bab II Pasal 2). Paling lambat 10 ta-
hun berikutnya (2021), semua dosen/pegawai PT
telah beralih status menjadi karyawan BHPT
(Ketentuan Peralihan Pasal 48). Ada dua dam-
pak utama yang akan terjadi: keresahan dan.
peningkatan kinerja.

D:manapundankapanpun,uuappembah-
an yang dapat mengancam kemapanan pasti
akan menimbulkan keresahan, lebih-lebih bagi
karyawan PNS yang selama ini merasa aman
dan mapan. Di era BHPT, ketika sudah tidak
ada lagi dosen/pegawai berstatus PNS, sistem
penilaian kinerja menjadi penentu nasib karya-
wan (dosen, tenaga kependidikanlain dan tena-
ga penunjang).

Sebenarnya dalam sistem non BHPT yang
berlaku selama ini, penilaian kinerja juga
dilakukan, namun bersifat lebih umum, untuk
kepentingnn pertimbangan kenaikan jabatan
atau pangkat atau penghargaan lainnya. Sum-
pah pegawai menitikberatkan loyalitas dan mo-
ralitas, namun tidak secara tersurat menegas-
kan bahwa prestasi kerja merupakan bagian
dari loyalitas dan moralitas. Oleh karena itu pe-.
nilain terhadap dosen atau pegawai i PNS cukup
longgar sehingga, walaupun ki rendah,
apabila tidak melakukan pelanggaran moralitas
dan loyalitas, PNS akan aman-aman saja, tidak
khawatir diberhentikan. Dalam BHPT,
wan yang tidak memberikan kontribusi ter
dap produktivitas PT sesuai dengan penammn
kerja, akan kehilangan pekerjaan. Inilah yang
l;-;!ergawh saladha;atu sumber keresahan, terutama

gi yang tidak siap mengikuti anmperubahnn
budaya kerja. Hampir semua orar
wa mengubah perilaku bukanlah yang mu
dah. Tenggang waktu 6 tahun terlalu singkat un-
tuk mengubah budaya kerja menuju tuntutan
sistetn kerja dalam BHPT. Namun di tangan
pemimnpin yang amanah dan kesadaran semua
karyawan, keresahan tersebut di atas justru

akan menjadi pemacu pe-

a.

Dalam BHPT, organ ter-
tinggi yang bertindak mewakili pendiri, PT, ma-
gyarakat dan pihak yang berkepentingan adalah
MWA (Majelis Wali Amanat). Untuk menyeleng-
garakan PT, MWA mengangkat Pemimpin PT
(vektor) yang dibantu oleh sejumlah Wakil Pe-
mimpin sesuai kebutuhan, Dalam BHPT, nasib
seorang karyawan tidak lagi ditentukan oleh pe-
merintah pusat seperti saat ini, karena perjanji-
an kerja dalam BHPT dilakukan antara karya-
wan dan Pemimpin PT yang bertindak untuk
dan atas nama MWA (Pasal 22 Ayat 3). Pada ma-
sa perahhan (2011-2021) status PNS masih dija-
dikan bahan pertimbangan pemberhentian kar-
yawan. Pada tahun 2022 dan seterusnya, BHPT
tidak lagi memiliki PNS dan tidak ada lagi tem-
pat bagi karyawan yang tidak memberikan kon-
tribusi terhadap hidup BHPT. Un-
sur-unsur penilaian kinerja yang selama ini di-
anggap sebagai pelengkap dapat menjadi unsur
pokok dalam era BHPT, misalnya unsur penilai-
an dosen oleh mahasmw

Penilaian terhadap dosen oleh mahasiswa te-
lah dilaksanakan baik di PTS maupun PTN me-
lalui angket yang diisi oleh mahasiswa menje-
lang akhir semester. Analisis statistik kemudian

sudah = dilakukan dan hasilnya dikomunikasikan kepa-

da dosen. Ada PTS yang setiap akhir semester
menyampaikan hasil analisis tersebut lengkap
dengan penngkat masing-masing dosen menu-
rut persepsi mahasiswa. Selain pe-
nguasaan mawn, ketaerampﬂan mengqlar, dan
pemahaman terhadap mahasiswa, pelibatan as-
pek dakwah juga dunasu.kkan dalam penilaian
tersebut. Kiranya masih ada aspek yang perlu
ditambahkan, yang penting bagi generasi muda
bangsa ini, yaitu pembinaan sikap nasionalisme
dan patriotisme yang terkesan menyusut dari
- waktu ke waktu (tentu masih harus dib
- melalui penelitian). Bahkan melalui homepage
sebuah PTS, orangtua mahasiswa dapat me-
mantau setiap saat berapa kali dosen telah
memberikan kuliah pada semester yang sedang
berjalan. Tanpa alasan yang dapat dipertang-
gungjawabkan, dosen tentu akan malu melihat
jam-jam kosong yang ditampilkan di homepage.
Tetapi untuk bisa merasa malu, dosen dituntut
melek komputer serta teknologi informasi dan
komunikasi (ICT). Semua ini sengaja dilakukan
untuk peningkatan kesejahteraan mahasiswa
dalam bentuk layanan pendidikan. Ini merupa-

kan perubahan mendasar

44 'yang seharusnya memper-
44 oleh penghargaan khusus
dari pihak mahasiswa.

Mengapa dosen harus dinilai mahasiswa? Da-
lam Bab III Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa
BHPT bersifat otonom, akuntabel, dan transpa-
ran. Akuntabilitas PT sangat ditentukan oleh
akuntabilitas dosen. Sebagai ujung tombak pe-
laksanaan Tridharma PT dosen harus akunta-
bel. Akuntabilitas secara administratif dan aka-
demik tidak dapat hanya disampaikan secara
sepihak oleh dosen, melainkan harus ada lapor-
an dari pihak lain (mahasmwa) sebagai upaya uji

silang.

Bagi pihak dosen atau karyawan pada umum-
nya, tentu hal ini menjadi tantangan pemacu ki-
nerja, apabila mereka tidak ingin kehilangan pe-
kerjaan. Kinerja akan terpicu dan terpacu apabl
la karyawan mampu memaksimalkan potensi
sumber daya insaninya. Pembinaan secara ter-
sistem diperlukan, namun yang lebih penting
justru motivasi karyawan itu sendiri untuk me-
ningkatkan kualitas, menyesuaikan diri dengan
standar penilaian kerja. Tentu akan ada meka-
nisme yang diatur secara khusus sehingga objek-
tivitas penilaian dari berbagai pihak dapat diper-

dampak globalisasi. Sementara itu globalisasi di-
pandang sebagai alat paksa dari negara maju
untuk mengamankan kepentingan (Edi Suandi
Hamid, KR 8 Mei 2005, hal 20). Etos kerja orang
Barat perlu ditiru, tetapi sistem hubungan kerja
harus dijiwai oleh sila-sila Pancasila. Ketiga, BH-
PT yang bersifat otonom mempunyai konsekuen-
si pendanaan. Mau tidak mau BHPT akan ma-
suk kawasan usaha yang bersifat profit oriented.
Di sini harus ada rambu-rambu sejauh mana
usaha-usaha yang bersifat profit oriented. dapat
dilakukan tanpa mergurbankan misi keilmuan.
Terkait dengan hal ini, suatu ketika akan terjadi
kondisi di mana pemimpin PT harus memilih di
antara dua hal: kepentingan akademik atau ke-
i business.

Apabila ketiga hal tersebut di atas dapat di-
tangani secara bijak, memanfaatkan kebaikan
sistem yang berlaku di negara maju dengan
menjunjung tinggi kearifan lokal, BHPT sebagai
penegakan kinerja dapat menjadl tumpuan ha-
rapan pemerintah untuk meningkatkan kualitas
sumber daya insani dalam menghadapi ketatnya
persaingan global. -0
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tanggungjawabkan. Selain itu

tentu akan ada mekanisme kla-
ritka i el | RN K KR
hak dosen sebelum pemimpin
PT mengambil keputusan ten-
tang nasib dosen atau karya- | Dalam memberantas korupm, BPK agar tidak ewuh
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dari berbagai pihak dibutuhkan
agar berbagai kepentingan da- e

pat diakomodasikan. Terlepas
dari sisi positif yang telah dike-
uktikan mukakan di atas, penegakan
kinerja, ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan. Pertama,
upaya penegakan kinerja yang
orientasinya semata-mata un-
tuk mempertahankan pekerja-
an dapat menimbulkan per-
saingan yang tidak sehat. Da-
lam hal ini semua pihak harus
mampu memberdayakan nu-
raninya. Kedua, sistem hubung-
an kerja dalam BHPT kental

den.
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Di Klaten banyak sekolah kekurangan meja kursi.
Satu meja diisi 3 siswa.
- Sekolah model lesechan memang belum trend.
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Gunungkidul paceklik sinden gara-gara Campursari
makin ngetrend.
- Sebaiknya Campursari jadi tempat latihan sin-
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